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ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCULIKAN OLEH TENAGA PENDIDIK DI LAMPUNG SELATAN

Oleh
Andi Setiawan

Tindak pidana penculikan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak
sewajarnya dilakukan oleh seorang pendidik. Apalagi sekolah merupakan institusi
pendidikan yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak di masa yang
akan datang, setiap anak yang menjadi korban penculikan biasanya akan
mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya seperti kasus
yang terjadi di Lampung Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga
pendidik? Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban
penculikan oleh tenaga pendidik?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari data
primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data diperoleh dengan cara studi
kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara secara
langsung dengan responden. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara
kualitatif yang kemudian di ambil sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa
perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik di
Lampung Selatan yakni dengan cara menempatkan anak korban penculikan oleh
tenaga pendidik di rumah aman Polrest Lampung Selatan dan dilakukan
rehabilitasi lalu di kembalikan kepada orangtua nya. Perlindungan anak korban
penculikan juga dilakukan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM), mensosialisasikan hak anak, melalui Lembaga Advokasi
Anak, dan Kepolisian sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan faktor-
faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penculikan
terhadap anak adalah faktor adanya perilaku menyimpang (dendam), yang tepat
karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya
pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, serta rendahnya
tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku. Faktor penghambat
perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik yaitu
kurannya kesadaran hukum masyarakat dan buruknya budaya hukum dalam
masyarakat hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang tidak koopratif
terhadap penyidik dan kurangnya ketaatan hukum.
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Perlindungan hukum vyang bersifat represif (pemberantasan) dan preventif
(pencegahan) hal ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian,
Lembaga Perlindungan Anak, Kejaksaan dan Pengadilan.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan
pengertian bahwa segala tindak-tindak dan sikap tatalaku setiap warga negara
Indonesia maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum. Namun pada
kenyataannya bahwa hukum selama ini tidak dapat menjadi sarana untuk
menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib dan aman tetapi
karena hukum disusun dan dirumuskan demi kelompok kepentingan-

kepentingan yang menginginkannya.

Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan
terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta
mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. begitu pula salah satu ciri penting
pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (rule of law) adalah

perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda

! Widiada Gunakaya Dan Petrus Irianto, Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana
Pendidikan, Bandung : Penerbit Albeta, 2012, HIm. 1.



satu dengan yang lain. Dalam pengalaman Kkita ternyata tak mudah untuk
memahami kejahatan itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan
menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak
diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk
kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada
penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan
kejahatan pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan
kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan

menghapuskannya.

Salah satu kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana pencabulan. Menurut R.
Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan
didalam Pasal 328 yaitu “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat
kediamanya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk
menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau
kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara,

diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam
masyarakat ialah kejahatan penculikan. Kejahatan penculikan merupakan
semua tindakan penculikan, percobaan tindakan penculikan, komentar yang
tidak diinginkan, perdagangan orang, dengan menggunakan paksaan,
ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan

korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan

2 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, 2012, HIm. 1-2



pekerjaan. Kejahatan ini dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemaksaan,
perbudakan orang dan atau perdagangan orang, ekploitasi anak dan atau
penyalahgunaan kegiatan untuk mengelabuhi korban. Kejahatan ini
merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan
masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh
negara di dunia. Mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih
sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak
wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara
wajar, baik itu dalam aspek atau dalam bidang hukum, ekonomi, politik,
sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras

maupun golongan.

Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut
sebagai masa depan bangsa. Anak merupakan salah satu bagian hak asasi
manusia yang wajib dilindungi dan patut untuk di perjuangkan, Kualitas
mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa Kini.
Anak-anak membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum yang berbeda
dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak

yang belum dewasa.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan
berakhlak mulia.® Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang

cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat

¥ Komnas Ham, Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya, Buletin Wacana, Edisi VI



bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek,

yaitu :

1.
2.
3.

6.
7.

8.

Perlindungan terhadap hak - hak asasi dan kebebasan anak.
Perlindungan anak dalam proses peradilan.

Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga,
pendidikan dan lingkungan sosial).

Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan
kemerdekaan.

Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan,
perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan /
penyalahgunaan obat - obatan, memperalat anak dalam melakukan
kejahatan dan sebagainya).

Perlindungan terhadap anak - anak jalanan.

Perlindungan anak dari akibat - akibat peperangan / konflik
bersenjata.

Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan*

Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang

Nomor 1 Perpu Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak

agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.”

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari,

yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami

kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang

dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan

dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah

4

https://www.academia.edu/4448570/Perlindungan_Hukum_Terhadap Anak_Dari_Penculikan.

Diakses pada 5 Desember 2018, pukul 12.13 WIB.
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tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang
memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja.® Untuk itu
anak perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia
melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan

mental, moral, maupun rohaninya.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak menimbang bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga
negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia.
Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di
amanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.° Kasus-kasus yang terjadi di dunia Pendidikan yaitu seperti penculikan
pelajar yang di lakukan oleh tenaga pendidik yg terjadi di wilayah Bakauheni
Lampung Selatan dalam kasus ini tersangka guru olah raga sekolah menculik
4 siswa’. Berbagai kasus-kasus yang terjadi pada lingkungan Pendidikan
merupakan gambaran bahwa Pendidikan sangat memerlukan perlindungan
hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus disatuan Pendidikan tersebut.
Penculikan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan
yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila

dan agama. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma

® Primautama Dyah Savitr, Benang Merah Tindak Pidana Penculikan, Penerbit Yayasan Obor,
Jakarta, 2006, HIm.11

® http://repository,unhas,ac,id/bitstream/handle/123456789/19012/skripsi%20lengkap-pidana-andi-
%20anna%20eghi%20pratama%20p,pdf;sequence=1,

" https://news,detik,com/berita/d-3717994/culik-4-murid-guru-olahraga-di-lampung-ditangkap



fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga

bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Sebagai anggota masyarakat yang sadar akan hukum Kkita wajib membantu
aparat penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan,
Khususnya kejahatan penculikan di lingkungan pendidikan karna di dalam
lingkungan pendidikan terdapat anak sebagai sasaran kejahatan yang memiliki

daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan
termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya
jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa
semakin banyak pula korban-korban berjatuhan dengan segala bentuk
kerugian dan penderitaan yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi

dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan nonfisik.

Pencegahan tindak pidana penculikan dapat ditempuh dengan strategi
mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan
masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam
menentang penculikan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di
bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah penculikan,.
Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan penculikan dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dalam praktiknya berdasarkan
Undang-Undang ini,seorang yang melakukan penculikan anak dapat di jerat

dengan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun, dengan Pasal-Pasal
tentang penculikan yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-
undangan di luar KUHP. Pelaku penculikan anak dapat di jerat dengan pasal
83 jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang
ancaman pidananya paling lama 15 tahun.
Selengkapnya Pasal 83 yaitu:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 76F di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Selengkapnya Pasal 76F yaitu:
”Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan,

dan/atau perdagangan Anak”

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem
kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang
digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan
antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan

hidup bermasyarakat.



Kejahatan penculikan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus
mendapatkan prioritas perhatian dari negara untuk segera mengatasinya,
karena anak-anak yang menjadi korban telah direndahkan harkat dan
martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan
selama hidupnya. Peranan negara menjadi sangat penting karena negara

memiliki kewajiban menjaga, melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari
berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara
yang satu dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya
segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum.
Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik
kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak
pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka
di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap
orang yang melenggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang
lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi
seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa

hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.®

Berdasarkan hal ini tindak pidana penculikan bukan lagi permasalahan biasa,
hal ini sudah menjadi isu nasional dimana anak merupakan hasil bangsa, jika
terjadinya tindak pidana penculikan di lingkungan pendidikan itu berdampak

buruk pada anak secara psikologis menjadi trauma, tidak bergairah sekolah,

® Primautama Dyah Savitri,Op.Cit, HIm. 13,



turunnya prestasi di sekolah bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tindak
kekerasan yang terjadi di sekolah dan juga berlaku terhadap tindak kekerasan
yang dilakukan terhadap peserta didik diluar lingkungan satuan pendidikan
yang mewajibkan satuan pendidikan menyusun dan menerapkan prosedur
operasi standar (POS) penanganan, pencegahan dan penanggulangan tindak
pidana penculikan terhadap anak di lingkungan pendidikan dengan mengacu
kepada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dilingkungan Pendidikan.
Sehingga penulis ingin melihat apa saja yang menjadi kendala dalam
penerapan tindak pidana penculikan di lingkungan Pendidikan, dengan alasan
ini lah penulis mengangkat judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap

Anak Korban Penculikan Oleh Tenaga Pendidik Di Lampung Selatan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang jadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh
tenaga pendidik?
b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban

penculikan oleh tenaga penidik?

2. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini Agar tidak terjadi penyimpangan dalam
pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian.

Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna untuk
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melihat upaya Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan

oleh tenaga pendidik. Secara substansial pada pembahasan terhadap upaya

perlindungan,penanggulangan dan sanksi terhadap tindak pidana penculikan

sedangkan lokasinya terkonsentrasi di bakauheni Lampung Selatan.

Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

a.

b.

Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
penculikan tersebut.
Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak

korban penculikan oleh tenaga pendidik.

Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a.

Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu
pengetahuan hukum pidana khusus nya mengenai analisis perlindungan
hukum terhadap anak yang menjadi korban penculikan oleh tenaga
pendidik yang terjadi di bakauheni Lampung Selatan. Hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi
penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan
masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dapat
mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan

acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna
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mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode

ilmiah.

b. Secara praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan
mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau
saran kepada pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan
mengenai peraturan KUHP Pasal 328 tentang perbuatan penculikan yang
dilakukan di lingkungan satuan Pendidikan di wilayah bakauheni
memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang
berkaitan dengan penculikan yang terjadi di lingkungan satuan

Pendidikan.

Dapat dijadikan pedoman juga bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin
mengkaji secara mendalam tentang tindak pidana penculikan yang dilakukan
oleh tenaga pendidik kepada siswanya. Penulisan ini diharapkan dapat
digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana
khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
penculikan di lingkungan satuan Pendidikan di bakauheni. Kemudian dapat
mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan
sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna mengungkapkan suatu

permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.
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D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan pada dasarnya mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap releven oleh
peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.® Penulisan
skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data
yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi
ini.

a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bagi korban adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang
lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Terkait
perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan telah di atur
didalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76F
Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
anak. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan Pasal 83 yang
menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76F di pidana dengan pidana penjara paling singkat
tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit

Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak

% Soerjono Sukanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Wali Jakarta,
1983, Him. 124-125,
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Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu penculikan terhadap
anak dapat dijerat dengan pasal 328 KUHP yang menyatakan bahwa
barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau
tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang
itu secara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau kekuasaan orang
lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam
karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam kasus penculikan anak oleh tenaga pendidik di Lampung Selatan itu

pelaku penculikan terhadap anak dapat di jerat dengan Pasal 330 KUHP

karena korbannya anak-anak dan disertai tipu muslihat. Sebagaimana
dicantumkan dalam pasal 330 KUHP vyaitu:

(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup
umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas
dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu,
diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.

(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas

tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan korban Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan
terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi
berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak

dan kepentingan manusia,sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk
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menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan korban harus melihat tahapan yakni perlindungan korban lahir
dari suatu ketentuan dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan
antara perseorangan dengan pemerintah yang di anggap mewakili kepentingan

masyarakat.'°

b. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:

1) Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang

didasarkan pada karna manusia didalam kehidupan™.

2. Konseptual
Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-
konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

istilah yang ingin diteliti atau diketahui.'?

' Ibid,him.54
! Soekanto, (1979) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, HIm. 74
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Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Analisis adalah sekumpulan kegiatan aktivitas dan proses yang saling
berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen
menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan.
Bentuk dari kegiatan analisa atau analisis yaitu merangkum data mentah
menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke muka umum, segala
macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam
data. Sehingga hasil dari analisis dapat di pelajari dan diterjemahkan
dengan singkat dan penuh makna, analisa atau analisis juga dapat
dikatakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan
mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan upaya untuk
memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan
melalui penguji sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu
kebenaran atau penyelesaian masalah.*®

b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,
perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan
hukum masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti
melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan
hukum.**

c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan anak adalah bagian

13 http://id.m.wikipedia.org/wiki/analisis(diakses pada tanggal 1 maret 2018
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, HIm 133.
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yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara , sertiap
anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Untuk itu,
perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan
anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa
perlakuan diskriminatif.

d. Korban menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah
dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan
kepentingan dari diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.™

e. Penculikan mengenai Pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan
dalam kasus ini di atur dalam KUHP, buku Il yaitu membawa pergi
seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum,
hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHP yaitu:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau
tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang
itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk
menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

15 Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta. 1993, HIm 63
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Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
di angkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU No. 20
Tahun 2003 Pasal 1, BAB 1 Ketentuan umum)

Satuan Pendidikan adalah Pendidikan anak usia dini dan satuan
Pendidikan formal pada Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah
yang diselenggarakn oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.

Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan Pendidikan dapat diartikan
sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek
Pendidikan. Lingkungan Pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat
berlangsungnya proses Pendidikan, yang merupakan bagian dari

lingkungan sosial.*®

E. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian,

pokok permasalahan yang dijadikan objek penelitian, ruang lingkup penelitian,

juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual

serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman

dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan jenis-jenis

16 https://www,scribd,com/doc/23715535/makalah-pendidikan, Diakses Sabtu 10 Februari 2018,
Pukul 18,05
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kriminologis tindak pidana penculikan oleh tenaga pendidik kepada siswanya,

pertanggung jawaban pidana dilingkungan satuan Pendidikan.

I1l. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipakai dalam penulisan
skripsi ini yang menunjukan langkah-langkah dalam pendekatan masalah,
langkah-langkah penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, Teknik

pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada
yaitu analisis perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga
pendidik di Lampung Selatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan terhadap perlindungan tindak pidana penculikan dilingkungan

Pendidikan.

V. PENUTUP
Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan
penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat juga saran-saran penulis

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan
rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

ancaman dari pihak manapun.’

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan etentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah yang akan tempat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
Berkaitan dengan konsumen,berartinukum memberikan perlindungan terhadap
hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-

hak tersebut.*®

7 satjipto Rahardjo. Loc Cit. him. 74.
'8 philipus M. Hadjon. Loc Cit. him. 25
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Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum
agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum
danjuga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu
yang juga menimbulkan keraguan.Perlindungan hukum juga dapat
menimbulkan pertanyaan yang kemudianmeragukan keberadaan hukum.
Hukum sejatinya harusmemberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai
dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama

dihadapan hukum.*

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam
menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam
setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam
pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.Untuk peradilan anak
itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah
mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2(dua)
tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini juga

mengatur tentang peradilan anak.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini

hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh

“Philipus M.Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,Bina Ilmu,Surabaya.1987.hIm
38
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hukum, terkait puladengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang
dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan
sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatutindakan hukum.?

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat
dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan
aturan  hukum, untuk mewujudkan Kketertiban dan ketentraman
sehinggamemungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai
manusia.?* Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.?

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

% CST Kansil. Perlindungan Hukum. him. 102

2l Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program
PascasarjanaUniversitas Sebelas Maret. 2004. him. 3

22 Muchsin.Arti perlindungan hukum. him. 14
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pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam

melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.?

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua

macam, yaitu:

a.

Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempata nuntuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang
definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan
yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan
khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum
dan Pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan
kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang
mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan
adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.?*

2 1bid. him. 20

** Menurut Philipus M. Hadjon.sarana Perlindungan Hukum.
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Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109 Pasal 1 Angka 1 dan 2 yaitu:

(1). Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Pengertian Anak dan Undang-Undang Yang Mengatur

Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam
dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-
cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.?

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak
juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,

anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan

% poerwadarminta. W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2003. HIm.
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tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.”® Berdasarkan UU
Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan. Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari
perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak
menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak
pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Berdasarkan hukum
Indonesia terdapat pluralism mengenai pengertian anak adalah sebagai akibat
tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri
mengenai peraturan anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi
pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam
arti khusus sebagai objek hukum.
2. Undang-Undang yang Mengatur tentang Anak
a. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang dasar 1945
Pengertian anak dalam Undang-Undang dasar 1945 terdapat didalam Pasal
34 yaitu: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal
ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum
nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai
kesejahteraan anak. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan
pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti seseorang yang harus

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin

% Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, HIm.30
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pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia,
jasmaniah, maupun sosial.

. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang peradilan anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang sistem peradilan anak yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang tidak berumur 12 tahun
tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak
mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai
anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat
tentang syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun
mendapati izin kedua orang tua.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan memuat Batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria
adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa anak
yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan
pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tua nya selama mereka tidak
dicabut kekuasaan orang tua nya. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak
yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada

dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Maka dapat
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disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa
yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No0.23/2002 Pasal 1 Angka 1

dan 2 yaitu:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun,
termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.
C. Pengertian Tindak Pidana Penculikan

Menurut Moeljatno kejahatan dalam bahasa belanda disebut misdrijven yang
berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan melanggar hukum,
berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum, mengenal definisi,
kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau
delik, bagian lainya adalah pelanggaran.?’ Kejahatan menurut G.W.

Bawengan dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Pengertian secara praktis adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada
dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan

kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma

?’Moeljatno,Pustaka sudut hukum,Yogyakarta 2015, HIm. 1-2,
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2. Pengertian secara relegius ialah dalam ajaran agama dikenal dikotomi
kebaikan bila perbuatan itu selesai dengan yang telah ditetapkan oleh
Allah Swt, dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatanbila
perbuatan itu melanggar perintah Allah Swt, dan tidak menjauhi
larangannya, perbuatan ini atau kejahatan ini,identik dengan dosa diancam
dengan api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

3. Pengertian secara yuridis,kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam
KUHP, Kitab Undang-Undang hukum pidana membedakan antara
perbuatan yang di golongkan sebagai suatu pelanggaran,dan perbuatan
yang digolongkan sebagai suatu kejahatan. KUHP sendiri terdiri dari 3
(tiga) buku yaitu:

a. Buku pertama berisi tentang peraturan umum.
b. Buku kedua berisikan tentang kejahatan.

c. Buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.

D. Ketentuan yang mengatur tentang penculikan Anak
1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 328
yaitu:

“Barang siapa yang membawa pergi seseorang dari tempat
kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk
menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaanya
atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam
keadaan sengsara, di ancam karena penculikan dengan pidana penjara

paling lama dua belas tahun”
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Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 330
Angka 1 yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup
umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas
dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, di

ancam dengan pidana penjara paling lama dua tujuh tahun.”

2. Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka
2 yaitu:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan perpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

didkriminasi”

Perlindungan terhadap korban penculikan tidak lepas dari akibat yang dialami
korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga
mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita
korban sebagai dampak dari penculikan dapat dibedakan menjadi :
1. Dampak secara fisik

a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan

diatur dalam Pasal 333 KUHP
b. Tindak Pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP
c. Tindak Pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP
2. Dampak secara verbal dan psikologi

a. Tindak Pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP
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b. Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal
335 KUHP

c. Tindak Pidana pengancaman di muka umum dilakukan bersama
diatur dalam Pasal 336 KUHP

Ketentuan Pasal 333 KUHP vyaitu:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas
kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan
kemerdekaanyang demikian, diancam dengan pidana penjara paling
lama delapan tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP
90.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada rang
yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat
untuk perampasan kemerdekaan. (ISR. 141; Rv. 600; KUHP 35, 52, 56-
2°,79-2°,328,337.)

Ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu:

Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.-
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Ketentuan Pasal 368 KUHP vyaitu:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang
lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9
tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi

kejahatan ini.

Ketentuan Pasal 369 KUHP vyaitu:

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan
ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan
ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang
lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

(2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena
kejahatan itu. (KUHP 35, 310, 335, 370 dst., 486.)

Ketentuan Pasal 335 KUHP vyaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda

paling banyak tiga ratus rupiah;
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Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya
melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,
atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu

sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak
melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran

atau pencemaran tertulis.

Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan

orang yang terkena.

Ketentuan Pasal 336 KUHP vyaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun detapan bulan,
barangsiapa mengancam:dengan kekerasan terhadap orang atau barang
di muka umum dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang
menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang; dengan
perksaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan; dengan suatu
kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiayaan berat atau dengan
pembakaran. (KUHP 170, 187 dst., 285, 313, 335, 338 dst., 354 dst.,
406.)

(2) Bila ancaman itu dilakukan secara tertutis dan dengan suatu syarat,
maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

(KUHP 35, 170, 187, 285,.335 dst, 337; Uitlev. 2-3°.)



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

2.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal
yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi,
pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang
berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.?® Pendekatan masalah secara
yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok
bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang
bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam
kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan
baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

%8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya, 2004, HIm.
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B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu
sebagai berikut: %°
1. Data primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari
lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada
narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber
hukum vyang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan hukum primer bersumber dari:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor
73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
4) UndangUndang Hukum Acara Pidana.
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2 1bid, HIm.61,



34

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta
memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma
hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam
penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan
hukum sekunder seperti hasil peneitian, bulletin, majalah, artikel-artikel
di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber
Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk
mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Advokasi Anak
Bandar Lampung =1 orang
2. Ketua Perlindungan Perempuan Dan Anak
Lampung Selatan =1 orang
3. Anggota keluarga korban =1 orang
4. Kepolisian =1 orang
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5. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila =1orang +
Jumlah =5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan

a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian
kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku
literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan
wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha
mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.*

2. Prosedur Pengolahan Data
a. Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah
diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
b. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan

yang diteliti dalam penelitian ini.

%0 Sperjono Soekanto, Op Cit, HIm.112
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c. Kilasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-
kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang
benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

d. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling
berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun
secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan
dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu
menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang

dibahas dalam penelitian.**

31 Soerjono Soekanto, Op Cit, him. 112,



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan:
A. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik di
Lampung Selatan, yaitu:
1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga
pendidik berdasarkan perundang-undangan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga
pendidik upaya instansi terkait dengan perlindungan hukum.
a. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
1. Melalui PATBM
2. Mensosialisasikan HAK anak
b. Lembaga Advokasi Anak
c. Kepolisian
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan
oleh tenaga pendidik yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan
buruknya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari

tindakan masyarakat yang tidak koopratif terhadap penyidik dan kurangnya

ketaatan terhadap hukum.
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B. Saran

1.

Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak, kedepannya perlu
mengintensifkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak
hukum maupun pemerintah kedesa-desa, supaya dapat menambah
pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak
pidana.

Kepolisian Resort Lampung Selatan perlu meningkatkan kuantitas dan
kualitas sumber daya manusianya. Hal ini diperlukan agar terlaksananya
program pencegahan dan penanggulangan yang terarah dan terpadu untuk
penanganan kasus-kasus pidana umunya, dan khsusnya kasus penculikan

terhadap anak.
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